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Halaman 12

Didorong Lembaga Pengawas
ASN vang Lebih Kuat

Pemerintah dan DPR menerima putusan MK terkait pembentukan pengawas ASN vang independen.
Lembaga itu pun didorong punva kewenangan lebih kuat dan politisasi ASN bisa dicegah.

JAKARTA, KOMPAS = Pemerintah
dan DR menghormati putusan
Mahkamah  Konstitusi  yvang
memerintahkan  pembentukan
lembags  independen  untuk
mengawis) aparatur sipld ne
wurw Komisi 11 DPR bahkan
akan  menjadikannya  sebagai
masukan saat merevisi Un-
dang-Undang ASX.

Namun, tuk sebatas meng-
hadirkan kembali lembaga in-
dependen i, pemerintah dan
DI'R diminta memperkuatn

Menten Sekrelans Neg
Prasetyo Hadi mengitakan, po
merintah menghormati pulus
an MK vang memenntahkan
membentuk lembaga indepen
den pung mengawasi ASN Wa
lakin, hingga kini, pemenntah
belum menenma salinan pu-
tusan MK Nomor 121 Ill

XXI1,2024 tersebut. "N

Pemerintah menilai, nul»l A=
s putusan MK tersebut sejalan
dengan  upayi  pemenntah
memperkuat pengiwisan terha
tap ASN "Kita memang meng
hendiki ASN Kita menjalankan
tugas dengan seba
miua bekerja untuk kepe mm\a.m

musyarakal,” ujarmyi,
alam putusannyi,  kamis
(1610, MK memenntahkan

agar pengawisan terhadap ASN
dilakukan oleh lembag
penden, bukan seperti
oleh dun lembagn |x-\|n‘rjn1.‘w]1_
vakni Kementerian Pendavigu

naan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (Kemenpan
dan RB) serta Badan Kepega-

Pemenintah diberi waktu dua
tahun sejak putusan diugapkan
untuk membentuk lembigain-
dependen dimaksud. Lembaga
itu nantinva berwenang meng-
awisi penerapan’ s stem merit,
asus, milag dasar, kode etik, dan
kode perilaku ASN.

Mentén Pendavugunasan
Apuratur Negara dan Reformasi
Birokrasi R Widvantini my
pvamipaikan, pemenintab akat
mencermat] securn dital per
timhangan dan amar putusan
ME itu, serta seg melapar
1 kepada Presiden untuk tin
dak lanjutnya

“Tentunya, kami berkomits
men untuk ters melaksanakan
pengawasan sistemr merit hagi
ASN sehagai dimensi strategis
dalam mewujudkan birokrasi
vang profesional,” ujar Rini,

Terkait amanat MK
bentuk lembaga pengawas ASN
vang independen dilam tempo
dua ahun, Rini memandang hal
tersebut harus dipersiapkan se
varg komprehensil,  terutama
menvangkut aspek kebijak:
kelemt serti sumber d 1
va manusianyie Dengan demi-
kian, Kelak lembigs independen
u dapat melaksanakon tugas
securs obyektf dan optimal,
“Amar putusan MK sudah
secars Jelns mengndikasikan
bahwa pembentulan lembaga
independen bukan dalam artian

mengaktifian kembali KASN
(Komisi Aparatur Sipil Negara
yang telah dibubarkan secara
langsung,” ucapny

Sambil menanti format dan
lembaga (ersebul, Rinkamemas
tikan Kemenpan dan RB: ber
sama KN akan tetap meng-
awasl_sister merit dan net-
alitas ASN,

Fi
Revisi UU ASN

Sementara itushetua Konusi
11 DPR Rfgrzamy Karsayuda
mengatakane prhakinya _ukin
menjadifan subsLusi pulusan
MK itu :.dlu_mi saluh aity ma
sukandalam proses revisi LU
ASN R undang-undang i
suilah teragendakan di dalam
Program  Legiglisi  Nasional
{Prolegnas);

palitikus

Menurut Partai
Nasdem tersehut, putusan MK
hakal menjadi salah satu ma-
sukan penting karena substan-
SINYa senapas dengan Tujuan
vang ingin dicapai melalui revisi
UL ASK Twjuan itu ada
memperkuat sistem meritokm
31 di birokrust

Dy demikian, setinp ASN
mernliki kesenpal
untuk menduduki jabat
menterian, lembaga  ataupun
pemerintah daerah. Selain itu,
politisasi ASN yang sclama ini
kerap terjadi menjelang pemilu
atuupun permlihan kepala da
erah (pilkada) dapal dicegah

Perkuat kewenangan

Guru Besar Fakultas Hmu

Administrasi Universitas Indo-
nesia Eko Prasojo mengatakan,
putusan MK tersebut bukan ha-
mya memerintahkan hadimya
lembaga independen pengiowas
ASN, melunkan jugs memper
Kuat kewenangan lembaga itu
Pengan demikian, lembaga ter-
se h||I kelak (lebih "bertaring”
lembags independen
ASN ying. pernah
adi-yakn KASN

Sebvigal calatan, RASN di
bentuk' pada 2014, tetapi ke
mudiin dibubarkan dengan UU
Nomwior 20 Tahun 2023 tenlang
ASN

Penguatan dimaksud, misal
nya, lembaga independen ity
kelak memiliki keputusin y
bersifat final dan mengik

da

lamehal pemberian sanksi hagi

ASN. ataupun-terhadap penja-
ki

hat ™ pembing
(PPK) vang melan,
Sehe |Illl11]l KASN \Hmd ar
memberikan rekomendasi
sanksi bagi ASN vang melang-
war kepada PPK. Jika PI'K yang
melanggar, haris menanti ke
putusun presiden.

“Kalau dulu, keputuss
i Uik final dan mengikal, vie
Jadi 1 savi usulkan untuk
penguatan KASN, itu bersifat
final dan mengikal,” ujar man-
tan Wikl Menpan dan RB in.,

Eko juga mendorong  agar
konsep KASN ke depan dibuat
menjach lembaga vi
dependen dan manding salah
!\.lll”'l_\'i\. I):II'J k[lll'll\i.ill'll'!'ll_\:l
nanti dipilih oleh pamitia seleksi

(pansel) independen, kemudian
pengangkatannya oleh presi-
den, tidak melalui proses pe-
milihan di DI'R.

“hadau semuanya lewat DPR
kekhawatirannya, kan, kooptasi
DPR juga kuat, v Kalaw sava
usul, pemilihan (komisionermva
alui DPR. Per-

mandirt. Jadi, KASN sebugai
lembiaga nonstruktural yang si-
futnya independen,” ujamya

Selun it patut puls diper
timbangkan agar KASN nan
tinyn menuliki sekretans jen
deral (sekjen) sendin. Artinya,
tidak dititipkan di
npan dan RR
lan dulu, kan, karena
KASN berada di Kemenpan, ja-
di sekjennya itu cuma Kepala
iat. Kalau dulu, kepala
sekretariat. . kalau seka-
rang jadi sekjen wa sendin
supaya dia bisa menjadi peng-
guna anggaran. Ity ditetapkan
sya di revisi UL ASNT ka-
Lanyi

Adapun untuk bentuk lem
bagan, menurut Eko, pemenintah
Dermama DPR Ldak perlu me-
rumuskan format hadan baru,
Pemerintah dan DPR tinggal
menghidupkan kembali KASN.
Terlebih, konsep KASN sudah
sesuni dengan perintah MK di
mana fungsinya mengawiasi sis
tem ment dan melindungi ASN
Lembaga itu pun termasuk
lembaga  nonstrukturnl
mandin, (BOW SYA 1NA)
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